
 

 
 
 

 
BUPATI SUMBAWA 

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA 

NOMOR 12 TAHUN 2015 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 10 
TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2015 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI SUMBAWA, 

Menimbang  : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai 

dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran 

anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis 
belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan 
anggaran tahun sebelumnya harus digunakan dalam Tahun 

Anggaran 2015, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa 
Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, perlu diubah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa 
Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; 

Mengingat  :  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah 
Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1655); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 
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6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 6,  

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 7, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5601); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang 
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4028);  

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 

Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4712); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
IndonesiaTahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 

Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4593); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia    Nomor 4614); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 

Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada 
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4693); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan 

Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah 
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
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Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan 
Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah 
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5209); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5219); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 

29. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 

Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 
2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden 

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5655);  

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 310); 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540); 
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32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 680); 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2014 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumawa Tahun 

2014 Nomor 10); 

Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA 

dan 

BUPATI SUMBAWA 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2015. 

 
Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2015 semula berjumlah Rp.1.341.252.589.597,93 bertambah 
sejumlah Rp.127.723.581.304,57 sehingga menjadi 

Rp.1.468.976.170.902,32 dengan rincian sebagai berikut: 

1. Pendapatan Daerah 

a. Semula Rp.1.253.293.706.996,93 

b. Bertambah  Rp.     64.179.148.921,39 

 Pendapatan setelah perubahan Rp.1.317.472.855.918,32 

 

2. Belanja Daerah 

a. Semula Rp.1.329.999.211.887,93 

b. Bertambah Rp.   123.095.351.481,07 

  Belanja  setelah perubahan  Rp.1.453.094.563.369,00 

Defisit setelah perubahan   Rp.   135.621.707.450,68 

 

3. Pembiayaan Daerah 

a. Penerimaan   

1) Semula   Rp.     87.958.882.601,00 

2) Bertambah  Rp.     63.544.432.383,18

 Penerimaan  setelah perubahan  Rp.   151.503.314.984,18 

b. Pengeluaran   

1) Semula    Rp.     11.253.377.710,00 

2) Bertambah   Rp.       4.628.229.823,50 

  Pengeluaran setelah Perubahan  Rp.     15.881.607.533,50 

  Pembiayaan neto setelah perubahan Rp.   135.621.707.450,68 
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  Sisa lebih pembiayaan anggaran  

  setelah perubahan Rp.                           0,00 

 

Pasal 2 
 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
angka 1, terdiri atas : 

 

a. Pendapatan Asli Daerah 

1) Semula   Rp.   124.502.838.686,00 

2) Bertambah  Rp.     11.654.353.089,39 

PendapatanAsli Daerah  
 setelah Perubahan Rp.   136.157.191.775,39 

 

b. Dana Perimbangan 

1) Semula  Rp.   889.810.809.000,00 

2) Bertambah  Rp.     36.853.350,832,00 

Dana Perimbangan 

setelah Perubahan Rp.   926.664.159.832,00 

 

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah  

1) Semula   Rp.   238.980.059.310,93
  

2) Bertambah  Rp.     15.671.445.000,00 

Lain-lain pendapatan daerah 
yang sah setelah Perubahan  Rp.   254.651.504.310,93 

 

(2) Pendapatan Asli Daerahsebagaimana dimaksud pada ayat 

(1)  huruf a, terdiri atas jenis pendapatan: 

a. PajakDaerah 

1) Semula   Rp.     21.383.250.000,00 

2) Bertambah  Rp.       1.135.000.000,00 

 Pajak daerah setelah 
Perubahan Rp.     22.518.250.000,00 

b. RetribusiDaerah 

1) Semula   Rp.     18.992.474.605,00 

2) Berkurang  (Rp.        290.850.200,00) 

 Retribusi daerah setelah 
Perubahan  Rp.     18.701.624.405,00 

 

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 

1) Semula   Rp.    16.632.194.941,00
  

2) Bertambah  Rp.      2.860.763.395,00 

 Hasil pengelolaan kekayaan 
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 daerah yang dipisahkan 

 setelah Perubahan  Rp.   19.492.958.336,00 

 

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah  

1) Semula   Rp.    67.494.919.140,00
  

2) Bertambah  Rp.      7.949.439.894,39

  

 Lain-lain pendapatan asli 

 daerah setelah Perubahan  Rp.     75.444.359.034,39 

 

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b,terdiri atas jenis pendapatan: 

 

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 

1) Semula   Rp.    46.154.559.000,00
  

2) Bertambah  Rp.      2.507.770.832,00 

Dana bagi hasil setelah 

Perubahan   Rp.    48.662.329.832,00 

 

b. Dana Alokasi Umum  

1) Semula   Rp.  757.530.420.000,00
  

2) Bertambah/(berkurang) Rp.                       0,00 

Dana alokasi umum setelah 

Perubahan   Rp.  757.530.420.000,00 

 

c. Dana Alokasi Khusus  

1) Semula   Rp.    86.125.830.000,00

  

2) Bertambah/(berkurang) Rp.    34.345.580.000,00 

Dana alokasi khusussetelah 

Perubahan   Rp. 120.471.410.000,00 

 

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas jenis 
pendapatan: 

a. Pendapatan Hibah 

1) Semula   Rp.      3.557.551.000,00 

2) Bertambah/(berkurang) Rp.                            0,00 

Pendapatan Hibah setelah 

Perubahan  Rp.      3.557.551.000,00 
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b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah 
Daerah Lainnya 

1) Semula  Rp.   38.637.105.310,93 

2) Bertambah/(berkurang) Rp.                           0,00 

Dana Bagi Hasil Pajak 

Dari Provinsi dan Pemerintah 

 Daerah Lainnya 

 setelah Perubahan Rp.   38.637.105.310,93 

 

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 

1) Semula   Rp. 196.785.403.000,00

  

2) Bertambah  Rp.   15.671.445.000,00 

Dana Penyesuaian dan 

Otonomi Khusus Setelah 

Perubahan Rp. 212.456.848.000,00 

 
Pasal 3 

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1angka 

2, terdiri atas : 

a. Belanja Tidak Langsung 

1) Semula   Rp. 820.701.377.770,93 

2) Bertambah  Rp.    45.265.555.696,29 

 Belanja tidak langsung  

 setelah Perubahan  Rp. 865.966.933.467,22 

 

b. Belanja Langsung 

1) Semula   Rp. 509.297.834.117,00 

2) Bertambah  Rp.   77.829.795.784,78

  

Belanja langsung setelah 

Perubahan  Rp. 587.127.629.901,78 

 

 

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a, terdiri atas jenis belanja: 

a. Belanja pegawai sejumlah  

1) Semula   Rp. 675.567.287.802,03 

2) Berkurang  (Rp.     4.764.075.451,75) 

 Belanja pegawai setelah 

 Perubahan   Rp. 670.803.212.350,28 
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b. Belanja hibah sejumlah  

1) Semula   Rp.   11.888.547.435,00 

2) Bertambah  Rp.   25.063.276.565,00 

 Belanja hibah setelah 

 Perubahan   Rp.   36.951.824.000,00 

 

c. Belanja bantuan sosial  

1) Semula   Rp.   15.137.373.000,00 

2) Berkurang  (Rp.        100.250.000,00) 

 Belanja bantuan sosial  

 setelahPerubahan  Rp.    15.037.123.000,00 

 

d. Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan 
Pemerintah Desa 

1) Semula   Rp.     4.037.572.460,50 

2) Bertambah/(Berkurang) Rp.                           0,00 

 Belanja bagi hasil setelah 

 Perubahan   Rp.       4.037.572.460,50 

 

e. Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/ 

Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 

1) Semula   Rp. 111.834.296.656,40 

2) Bertambah  Rp.     26.302.905.000,01 

 Belanja bantuan keuangan  

 setelah Perubahan  Rp. 138.137.201.656,41 

 

f. Belanja tidak terduga  

1) Semula   Rp.      2.236.300.417,00 

2) Berkurang  (Rp.     1.236.300.416,97) 

 Belanja tidak terduga setelah 

 Perubahan   Rp.    1.000.000.000,03 

 

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b,terdiri atas jenis belanja : 

a. Belanja pegawai  

1) Semula   Rp.   47.903.712.892,00 

2) Bertambah  Rp.     9.700.301.134,00 

 Belanja pegawai setelah 

 Perubahan   Rp.    57.604.014.026,00 

 

b. Belanja barang dan jasa  

1) Semula   Rp. 226.667.314.680,00 
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2) Bertambah   Rp.  20.584.500.047,00 

  Belanja barang dan jasa  

  setelah Perubahan  Rp. 247.251.814.727,00 

 

c. Belanja modal  

1) Semula   Rp. 234.726.806.545,00 

2) Bertambah  Rp.    47.544.994.603,78 

 Belanja modal setelah 

 Perubahan   Rp. 282.271.801.148,78 

 
 

Pasal 4 

 

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

angka 3,terdiri atas : 

 

a. Penerimaan  

1) Semula   Rp.   87.958.882.601,00 

2) Bertambah  Rp.   63.544.432.383,18 

 Penerimaaan setelah 

 Perubahan  Rp. 151.503.314.984,18 

 

b. Pengeluaran  

1) Semula   Rp.  11.253.377.710,00 

2) Bertambah/(berkurang) Rp.   4.628.229.823,50 

 Pengeluaran setelah Perubahan  Rp. 15.881.607.533,50 

 

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 
terdiri atas jenis pembiayaan: 

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya  

1) Semula  Rp. 87.958.882.601,00  

2) Bertambah  Rp. 63.544.432.383,18 

 

 SiLPA tahun anggaran 

 sebelumnya setelah Perubahan  Rp. 151.503.314.984,18 

 

b. Penerimaan kembaliPemberian Pinjaman  

1) Semula   Rp.    0,00 

2) Bertambah/(berkurang) Rp.                   0,00 

 Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman 

 setelah Perubahan  Rp.         0,00 
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(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

b,terdiri atas jenis pembiayaan: 

a.  Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah 

1)Semula   Rp    11.253.377.710,00  

2)Bertambah/(berkurang)  Rp.    4.628.229.823,50 

  Penyertaan modal (investasi) 

 Derah setelah Perubahan  Rp. 15.881.607.533,50 

 
  Pasal 5 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas: 

1. Lampiran I  Ringkasan Perubahan APBD; 

2. Lampiran II  Ringkasan Perubahan APBD menurut 
Urusan Pemerintahan Daerah dan 
Organisasi; 

3. Lampiran IIa Ringkasan Perubahan APBD menurut 
Organisasi dan Urusan Pemerintahan 
Daerah; 

4. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, 

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

5. Lampiran IV  Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut 
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 

Program dan  Kegiatan; 

6. Lampiran V  Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah 

untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan 
Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam 
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 

7. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per 
Golongan dan Per Jabatan; 

8. Lampiran VII Daftar Perubahan Piutang Daerah; 

9. Lampiran VIII Daftar Perubahan Penyertaan Modal 
(Investasi Daerah); 

10. Lampiran IX Daftar Perubahan Perkiraan Penambahan 
Dan Pengurangan Aset  Tetap Daerah; 

11. Lampiran X Daftar Perubahan Perkiraan Penambahan 

Dan Pengurangan Aset  Lain-Lain; 

12. Lampiran XI  Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran 
sebelumnya yang belum diselesaikan dan 

dianggarkan kembali dalam tahun anggaran 
ini; 

13. Lampiran XII  Daftar Perubahan Dana Cadangan; 

14. Lampiran VIII Daftar Perubahan Pinjaman Daerah. 
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       Pasal 6 

(1)  Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat 
melakukan belanja/pengeluaran yang belum tersedia 

anggarannya dalam APBD.  

(2)  Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya 
APBD, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran 

yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut 
disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). 

Belanja/pengeluaran sebagaimana tersebut dalam pasal ini 
termasuk belanja untuk keperluan mendesak.  

(3)  Keadaan darurat sekurang-kurangnya memenuhi kriteria 

sebagai berikut: 

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas 

pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan 
sebelumnya; 

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; 

c.  berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; 
dan  

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran 

dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan 
darurat. 

(4)  Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia 
anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
menggunakan belanja tidak terduga. 

(5)  Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat 
dilakukan dengan cara: 

a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang 
capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya 
dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau  

b.  memanfaatkan uang kas yang tersedia. 

(6)  Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) mencakup: 

a.  program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang 
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran 

berjalan; dan  

b.  keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan 
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah 

daerah dan masyarakat.  

(7)  Pelaksanaan belanja/pengeluaran untuk mendanai kegiatan 
dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

 

 Pasal 7 

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai 

landasan operasional pelaksanaan. 
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Pasal 8 

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa. 

 

 
Ditetapkan di  Sumbawa Besar 

pada tanggal 6 Oktober 2015 
 

BUPATI SUMBAWA, 

 
 ttd 

 
JAMALUDDIN MALIK 

 

 
Diundangkan  di  Sumbawa Besar 
pada tanggal 6 Oktober 2015 2015 

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA, 

 
          ttd 
 

                        RASYIDI 
 

 
 
 

 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2015 NOMOR 12 

 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA, 

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 83 TAHUN 2015 
 
 

 
 

Disalin sesuai dengan aslinya oleh : 
an. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa 

Asisten Pemerintahan 
u.b. 

Kepala Bagian Hukum, 
 

 
 
 
 
 

I KETUT SUMADI ARTA, SH. 
Pembina Tingkat Tk.I (IV/b) 

NIP. 19691231 199403 1 094 
 
 

 
 


